BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 20 TAHUN 2017

_NTANG

PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. FAUZIAH BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

sakit

@

bahwa dengan adanya perubahan paradigma rumah
dari lembaga sosial menjadi lembaga sosio-ekonomi,
berdampak pada perubahan status Rumah Sakit yang
dapat dijadikan subyek hukum, maka perlu adanva
antisipasi dengan kejelasan tentang peran dan fungsi dari
masing-masing pihak yang berkepentingan dalam
pengelolaan rumah sakit;

Menimbang : a.

b. bahwa untuk mengatur hubungan, tugas, kewajiban,
kewenangan dan tanggung jawab pemilik rumah sakit
atau vang mewakili, pengelola rumah sakit, kelompok staf
medis, keperawatan serta kelompok kesehatan lainnya,
dipandang perlu ditetapkan peraturan internal (Hospital
Bylaws) rumah sakit sebagai acuan dalam melaksanakan

penvelenggaraan rumah sakit;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam
suatu Peraturan;

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten
Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan
Kabupaten Simeulue (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 735, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3963):

Mengingat

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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(1 Tahun 2000 fentang
deprihlil Indonesia
Negori

Undiang Undang Nomor
Pemerintihan Acely (Lembiran Negara |
Pahun 2006 Nomor (2, Tambahun Lembaran

Reprblilk donesin Nomor A0:33);
Pahun 2009 tentang

Reprhlil Indonesin Tahun
haran Negara Republik

Undinng-Undang — Nomor A0
Kenehatin (Lembaran Negnri

o000 Nomor 144, Pamhbahan Lem
Indonesin Nomor H003);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang, Rumah
Aalddt (Lembaran Negara Republils Indonesin Tahun '.2()(?‘)
Nomor 163, Tambahan Lembaran  Negiarn Republik

indonesin Nomor 5072);

(9 Pahun 2001 fentang

rundang-Undangan (Lembaran
2011 Nomor 82,
ydonesin Nomor

Undang-Undang — Nomor
Pembentulan Peraturan e
Negarn  Republil Indonesin "Tahun
Tambahan Lembaran Negara Republile i

G204);

Uridang-Undang — Nomor 24 Tahun 2014 fentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran - Negara Republik
indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republile Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah ditbah beberapa kali, terakhir dengan  Undang-
Undang Nomor 9 Tahiun 20105 (1embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 5%, Tamhahan Lembaran
Negara Republile Indonesia Nomor 50719,

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenagn
Kesehatan (Lembaran Negara Republile Indonesia 'I'nhu’n
2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik
[ndonesia Homaor 5607);

Peraturan Pemerintah Homor 25 Tahun 2005 tentang,
Penpelolaan Xeusngan Badan Layanan Umum (lx:ml):n'm;
Megara  Wepublik Indonesia - Tahun 2005 Nomor 48
’l:mnh::h:m lembaran Negara Kepublik Indonesia Nmnm"
44502)  sebagpimans  1elah diubah  dengan  Peraturan
Vemerinitalh NHomor 14 Tahun 2017 1.:5111;;11;1 l'm,‘ulmh:'m
Atas Persturan Yemerintah Nomor 23 Tahun ’):()()!3 tentan
Pengelolasn Veuangan Badan Layanan Umum (l/*ﬁl'l):n"n‘?
’rh:;/,'m, Fepublik Indonesiz Tahun 2012 Nom;n' l'}l
ff}:};;{;ﬁ;?h::n Lembaran Hegara Fepublik Indonesia Nom(n"

:":mtm:m Pemerintan Nomor 5% Tahun 2005 tentang
Y1l sire Yeirn, 7 2 j . 2 ) ’
f’t,n ,/,l.l/,’l,,,, n o Keusngsn o Dacrah o (Lembaran Nega r';
" "VII ’., ’ I é v - .
spubliv Indanesia Tahun 2005 Nomor 140, ’l‘:srrli)'al)]m

s srun MWeynrs Ve . 3
£mbaran Negpra Fepublik Indonesia Nomor 4578);
7
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN VIN'VI‘ERI'JAI,
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. FAUZIAH BIREUEN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen;

penyelenggaraan urusan Pemerintahan
tah Kabupaten dan Dewan Perwakilan
dan kewenangannya masing-

Pemerintahan Kabupaten adalah
vang dilaksanakan oleh Pemerin
Rakvat Kabupaten sesuai dengan fungsi

masing;

ro

en yang selanjutnya disebut Pemerintah

Pemerintah Daerah Kabupat
yelenggara pemerintahan kabupaten yang

Kabupaten adalah unsur pen
terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten;

2

4. Bupati adalah Bupati Bireuen,;

5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bireuen;

6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris

Daerah Kabupaten Bireuen;

h dr. Fauziah yang selanjutnya disingkat RSUD

7. Rumah Sakit Umum Daera
ah dr. Fauziah Bireuen;

dr. Fauziah adalah Rumah Sakit Umum Daer

Pemilik Rumah Sakit adalah Pemerintah Kabupaten Bireuen;

9. Direktur adalah Direktur RSUD dr. Fauziah Bireuen;

dalah Dewan yang mewakili Pemilik, terdiri dari Ketua

dan Anggota yang bertugas melakukan Pengawasan terhadap pengelolaan
Rumah Sakit yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola dan memberikan

laporan kepada Pemilik Rumah Sakit;

10. Dewan Pengawas a

Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang
diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan

rehabilitatif;

11.

Peraturan Internal (Hospital bylaws) adalah aturan dasar yang mengatur
tata cara penyelenggaraan Rumah Sakit meliputi peraturan internal
korporasi, peraturan internal staf medis dan tenaga kesehatan lainnya;

12.

13. Peraturan Internal Korporasi (corporate bylaws) adalah aturan yang
mengatur agar tata. kelola korporasi (corporate governance) terselenégara
dengan baik melalui pengaturan hubungan antara pemilik, pengelola, dan

komite medik di rumah sakit;

14. Peraturan Internal Staf Medis (medical staff bylaws) adalah aturan yang
mengatur tata kelola Kklinis (clinical governance) untuk mer;jaga

profesionalisme staf medis di rumah sakit;

Scanned by CamScanner



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

25.

26.

27.

e —— e e —————

Komite Medik adalah perangkat rumah sakit.unt'uk menerapkan tata
kelola klinis (clinical govemance) agar staf medis di rumah sakit terjaga
kredensial, penjagaan mutu

profesionalismenya melalui mekanisme Xrede 3 ol
profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis;

Komite Keperawatan adalah wadah non struktural rumah sgklt yang
mempunyai fungsi utama mempertahankan dan. memngkat_k_an
profesionalisme tenaga keperawatan melalui meka}rl_lsr.ne kre@enmal,
penjagaan mutu profesi, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi;

ah wadah non struktural
mpertahankan dan
tenaga kesehatan
tenaga keteknisian
fesi, dan

Komite Kesehatan Profesional Lainnya adal

rumah sakit yang mempunyai fungsi utama me
meningkatkan profesionalisme tenaga kefarmasian,
masyarakat, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik dan
medis melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu pro

pemeliharaan etika dan disiplin profesi;

anjutnya
laksanakan pemeriksa

Satuan Pengawas Internal yang sel disingkat SPI ada}ah wadah
non struktural yang bertugas me an internal di
RSUD dr. Fauziah Bireuen;
Kelompok Staf Medis yang selanjutnya disingkat KSM adalah keI‘ompok
dokter yang melakukan pelayanan dan telah disetujui serta diterima
sesuai dengan aturan yang berlaku untuk menjalankan profesi masing-
masing di RSUD dr. Fauziah Bireuen;

setiap rapat terjadwal yang

Rapat Rutin Dewan Pengawas adalah
yang bukan termasuk rapat

diselenggarakan oleh dewan pengawas,
tahunan dan rapat khusus;
van Pengawas adalah rapat yang diselenggarakan oleh

Rapat Tahunan Dev
tiap tahun sekali;

pemilik atau dewan pengawas s€

Rapat Khusus Dewan Pengawas adalah rapat yang diselenggarakan oleh
pemilik atau dewan pengawas di luar jadwal rapat rutin untuk mengambil

keputusan hal-hal yang dianggap khusus;

Dokter adalah dokter umum, dokter gigi, dokter gigi spesialis,
dokter spesialis dan dokter sub spesialis yang melakukan pelayanan di
RSUD dr. Fauziah Bireuen;

Dokter Tetap atau dokter purna waktu adalah dokter yang bekerja di
RSUD dr. Fauziah Bireuen;

Dokter Kontrak adalah dokter yang diangkat dengan status tenaga

kgntrak di RSUD dr. Fauziah Bireuen, yang ditetapkan dengan Keputusan
Direktur dengan masa kerja untuk jangka waktu tertentu;

Sub .Komite adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Komite Medik dan
I{omlte. Keperawatan, yang bertugas untuk mengatasi masalah khusus,
yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD dr. Fauziah Bireuen

atas usul Komite;

Kewgangan Klinis (Clinical Privilege) adalah hak khusus seorang staf
medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis tertentu dalam
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29,

30.

31.
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_ Mitra Bestari (peer gro

al appointment) adalah penugasdan Direktur RSUD
edis untuk melakukan

seorang staf m
iah Bireuen berdasarkan

RSUD dr. Fauzi

ge_nugasan Klinis (clinic
r. Fauziah Bireuen kepada

sekelompok pelayanan medis di
daftar kewenangan klinis yang telah ditetapkan baginya,

Kredensial adalah proses evaluasi terhadap staf medis untuk menentukan
kelayakan diberikan kewenangan klinis (clinical privilege)
evaluasi terhadap staf medis yang telah
(clinical privilege) untuk menentukan
an klinis tersebut;

ses re-
klinis
venang
Audit Medis adalah upaya evaluasi secara profe
pelayanan medis vang iberi ada pasien
rekam medisnya yang dilaksanakan oleh profesi medis;
up) adalah sekelompok staf medi
dan kompetensi profesi yang baik untuk menelaah sega
dengan profesi medis;
adalah sistem pendidikan yang dilaks
dengan penekanan pada pelaksanaan
strasi, dimana peserta didik didampin

Rekredensial adalah pro
memiliki kewenangan

kelayakan pemberian ket
sional terhadap mutu

dengan menggu nakan

s dengan reputasi
la hal yang terkait

anakan di RSUD
pelayanan dan

Pendidikan Praktik
gi oleh tenagd

dr. Fauziah Bireuern
juga tenaga admini
klinis dan non klinis;
Jawab Pasien yang sel

Jompok staf medis yang diberikan tugas khusus

Dokter Penanggunsg
ab dalam pelayanan kepada

adalah merupakan ke
sebagai penanggung jaw

sakit.

BABII

NAMA, FALSAFAH, VISI, MISI, NILAI, MOTT (OR
TUJUAN, ST RATEGI DAN PROGRAM

Pasal 2
Nama Rumah Sakit adalah Rumah gzkit Umum Daerah (RSUD)
dr.Fauzan Bireuen

esehatan

UD dr. Fauziah Bireuen adalah “Pelayanan K
zkan dengan Berdasarkan Etika dan Profesionalisme’

-
=
P

diselenggars
“Menjadi Rumah Sakit Rujukan

zigh Bireuen adalah
- Provinsi Aceh yang Berkualitas denganh Pelayanan

auzizh Bireuen adalah:
: . kesehatan bermutu, berorientasl pada
z dan keselamatan berdasarkan etika dan
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sakit dalam melaksanakan tugas

(5] Nilai adalah sikap kerja pegawai rumah ’
keterbukaan, bertanggung jawab

didasarkan atas nilai-nilai kerjasama,
dan tulus ikhlas.

(6) Motto RSUD dr. Fauzieh Bireuen yaitu: “Kepuasan Pelanggan Adalah

Kebahagiaan Kami Bekerja’.

enyelenggarakan pelayanan kesehatan
g menyediakan pelayanan rawat inap,
rawat jalan dan gawat darurat serta dapat dimanfaatkan untuk
pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian yang didasarkan kepada

nilai-nilai kemanusiaan, etika dan profesionalisme, manfaat, keadilan,
pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien serta mempunyal

fungsi sosial.

(7) Tujuan rumah sakit adalah m
perorangan secara paripurna yan

Fauziah Bireuen adalah: Mengoptimalkan potensi
Sumber Daya Manusia (SDM) yang didukung oleh stake holder serta
status sebagai Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah
(PPK-BLUD) untuk memenuhi standar pelayanan yang ditentukan
sehingga terwujud pelayanan yang bermutu, prima dan unggul guna
mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan pelanggan (pasien)
yang semakin sadar dan mampu dalam memelihara kesehatan.

(8) Strategi RSUD dr.

(9) Program indikatif sebagai berikut :
a. peningkatan mutu pelayanan rumah sakit;
b. peningkatan standar sarana dan prasarana rumah sakit;
c. peningkatan tata kelola administrasi dan keuangan; dan
d. peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia.

Pasal 3

Tujuan strategis RSUD dr. Fauziah adalah :
(1) Terselenggaranya kegiatan jasa pelayanan dan upaya dibidang kesehatan
secara optimal untuk meningkatkan status kesehatan dan senantiasa

berorientasi kepada kepentingan masyarakat;

(2) Terselenggaranya sistem rujukan, jaringan pelayanan dan penelitian
kesehatan yang efektif dan efisien;

(3) Terselenggaranya pendidikan tenaga kesehatan yang bermutu dengan
jumlah jenis dan jenjang yang memenuhi kebutuhan.

BABIII
KEDUDUKAN, TUGAS DAN
FUNGSI RUMAH SAKIT

Pasal 4

RSUD dr. F_auziah berkedudukan sebagai rumah sakit milik Pemerintah
Kabupgtgn Blrcuen yang merupakan pelaksana dibidang pelayanan kesehatan
yang dipimpin oleh Direktur, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

Bupati melalui Sekda.

\ s
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Pasal 5

E:;mah sakit mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pengobatan,
“Mulihan, peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang
,llakSanakan melalui rawat inap, rawat jalan, rawat darurat (emergency) dan
tindakan medik, secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan
pe!ayanan pengobatan dan pencegahan serta melaksanakan pelayanan
rujukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 rumah

sakit mempunyai fungsi : .

a. penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik, sarana prasarana penunjang
medik dan non medik, administrasi kepegawaian serta keuangan, dalam
rangka pelayanan kesehatan paripurna;

b. penyelenggaraan pelayanan medik, pelayanan penunjang medik dan non
medik, dan pelayanan rujukan medik;

c. penyelenggaraan pengelolaan teknis administrasi tata usaha, administrasi
keuangan dan akuntansi, kepegawaian dan administrasi pengelolaan
sarana dan prasarana rumah sakit;

d. penyelenggaraan pelayanan keperawatan dan asuhan keperawatan serta
asuhan kebidanan;

e. penyelenggaraan perencanaan pengadaan, pengangkatan dan
pemberhentian tenaga medis, paramedis fungsional dan non medis;

f. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan tenaga medis,
paramedik fungsional dan non medis untuk memenuhi kebutuhan rumah
sakit serta menyediakan lahan pendidikan bagi institusi pendidikan tenaga
medis, paramedis dan non medis;

g. penyelenggaraan upaya pemasaran pelayanan rumah sakit dan kerjasama
dengan pihak ketiga untuk pelayanan rumah sakit melalui sistem
asuransi;

h. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi, lembaga/institusi
terkait dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas;

i. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan medis, pelayanan
penunjang medis, pelayanan non medik dan pelayanan pengelolaan
administrasi.

BAB IV
KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB
PEMILIK RUMAH SAKIT

Bagian Kesatu
Kewenangan Pemilik Rumah Sakit

Pasal 7

(1) Menetapkan peraturan tentang tata kelola rumah sakit;
(2) Mengangkat dan memberhentikan pejabat pengelola dan dewan pengawas;
(3) Mengawasi mutu dan capaian pelayanan;

(4) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RSB, RBA dan kinerja pejabat
pengelola;

(5) Menyetujui dan mengesahkan visi dan misi rumah sakit.

‘1
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Bagian Kedua .
Tanggung Jawab Pemilik Rumah Sakit
Pasal 8

(1) Menjamin terselenggaranya pelayanan Kesehatan rumah sakit.

(2) Bertanggung jawab terhadap defisit anggaran rumah sakKit;
(3) Bertanggung jawab terhadap tuntutan hukum pihak lain.

BAB V
DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Keanggotaan

Pasal 9

(1) Dewan pengawas merupakan unit non struktural yang bersifat independen
dan bertanggung jawab kepada Pemilik Rumah Sakit.

umlah 3 (tiga) sampai 5 (lima)

(2) Jumlah anggota dewan pengawas dapat berj )
ditetapkan sebagai

orang dan seorang diantara anggota dewan pengawas
ketua dewan pengawas.

(3) Dewan pengawas dibentuk dengan Keputusan Bupati atas usulan

pengelola rumah sakit atau Direktur.

Pasal 10

(1) Anggota dewan pengawas dapat terdiri dari unsur :
a. pejabat organisasi perangkat daerah yang berkaitan dengan kegiatan

rumah sakit;
b. pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah; dan

c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan rumah sakit.

(2) Pengangkatan anggota dewan pengawas tidak bersamaan waktunya
dengan pengangkatan pejabat pengelola rumah sakit.

Pasal 11

Kriteria yang dapat diusulkan menjadi dewan pengawas, yaitu:
a. memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan
kegiatan rumah sakit, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk

melaksanakan tugasnya;

b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan
pailit atau tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris, atau
dewan pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu
badan usaha pailit atau orang yang tidak pernah melakukan tindak pidana
yang merugikan daerah; dan

c. mempqnyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, sumber daya
manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas
pelayanan publik.

v
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Pasal 12

elancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas,

1 k
1) Untuk mendulung ekretaris Dewan Pengawas dengan

Direktur dapat mengangkat seorang s
persetujuan Dewan Pengawas.

(2) Sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertugas dalam pengelolaan ketatausahaan Dewan Pengawas.

i i i at (1) bukan
3) Sekretaris dewan pengawas sebagaimana dlmaksud pada ay at ( ‘
o merupakan anggot}:l dewan pengawas dan tidak dapat bertindak sebagai

Dewan Pengawas. '
(4) Masa jabatan sekretaris dewan pengawas ditetapkan selama 5 (lima)
tahun dan dapat diangkat kembali selama memenuhi syarat.

Pasal 13

(1) Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan t.ugas Dewan
Pengawas dibebankan kepada anggaran rumah sakit dan dimuat dalam

Rencana Bisnis Anggaran (RBA).

(2) Dewan  Pengawas dan sekretaris dewan  pengawas  dapat
diberikan honorarium atau imbalan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dan/atau kemampuan keuangan rumah sakit.

Pasal 14
Pengangkatan dan Pemberhentian

Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun
dan dapat diangkat kembali selama memenubhi persyaratan.

Pasal 15

(1) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan apabila:
a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan,;
c. terlibat dalam tindakan yang merugikan rumah sakit;
d. mempunyai benturan kepentingan dengan rumah sakit; atau
e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas menjadi tersangka tindak pidana,
yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya.

Pasal 16

(1) Apabila} terdapat anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dilakukan penggantian

anggota Dewan Pengawas dengan memenuhi kriteri :
dimaksud dalam Pasal 11. ria sebagaimana

(2) (I;/[l;s:k jzbatzzn angg?ic;i ; dewan pengawas pengganti sebagaimana
sud pada ayat itetapkan selama sisa j
dewan pengawas yang diganti. fese Jehten anggota

v
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Bagian Kedua )
Fungsi, Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Pasal 17

governing body) rumah sakit dalam

(1) Dewan pengawas berfungsi sebagai ( :
knis perumahsakitan secara

melakukan pembinaan dan pengawasan nonte
internal di rumah sakit.

(2) Keputusan Dewan Pengawas bersifat kolektif kolegial.
Pasal 18

(1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pembinaan da_l'l pengawasan
terhadap pengelolaan rumah sakit yang dilakukan oleh pejabat pengelola
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(2) Dewan Pengawas berkewajiban : .
a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai RBA yang

diusulkan oleh pejabat pengelola;

b. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD dan memberikan pendapat

serta saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap

penting bagi pengelolaan BLUD;

melaporkan kepada Bupati tentang kinerja BLUD;

memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan

pengelolaan BLUD,;

e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non
keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk
ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD; dan

f melakukan monitoring terhadap tindak lanjut hasil evaluasi dan

penilaian kinerja.

o

(3) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepada Pemilik Rumah Sakit paling sedikit 1 (satu) kali
dalam 1 -(satu) semester dan sewaktu-waktu atas permintaan Pemilik
Rumah Sakit.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18,

Dewan Pengawas mempunyai wewenang :

a. menerima dan memberikan penilaian terhadap laporan kinerja dan
keuangan rumah sakit;

b. menerima laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat pengawas
internal dan eksternal dengan sepengetahuan Direktur serta memantau
pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;

c. meminta penjelasan dari direktur dan/atau pejabat manajemen lainnya
mengenai penyelenggaraan pelayanan di rumah sakit;

d. meminta penjelasan dari komite atau unit non struktural di rumah
sakit terkait pelaksanaan tugas dan fungsi;
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Pasal 20

Dewan Pengawas dalam melakukan tugasnya berkewajiban :

a. memberikan pendapat dan saran kepada Pemilik Rumah Sakit mengenai
iabat pengelola rumah

rencana bisnis dan anggaran yang diusulkan oleh pej
sakit;
t, memberikan pendapat

b. mengikuti perkembangan kegiatan Rumah Saki. :
dan saran kepada Pemilik Rumah Sakit mengenai masalah yang dianggap
penting bagi pengelolaan rumah sakit;

c. melaporkan kepada Pemilik Rumah Sakit tentang kinerja Rumah Sakit;

d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola rumah sakit; dan

e. melakukan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan

maupun non keuangan.

Bagian Ketiga
Tata Kerja Dewan Pengawas

Paragraf 1
Rapat Rutin

Pasal 21

(1) Rapat rutin dilaksanakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun
dengan interval tetap pada waktu dan tempat yang ditetapkan oleh Dewan

Pengawas.

(2) Rapat rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rapat
koordinasi antara Dewan Pengawas dengan pejabat pengelola, bila
diperlukan dapat melibatkan komite dan pejabat rumah sakit lainnya;

Paragraf 2
Rapat Khusus

Pasal 22

(1) Rapat khusus diselenggarakan oleh Dewan Pengawas untuk menetapkan
kebijakan atau hal khusus yang tidak termasuk dalam rapat rutin maupun

rapat tahunan.

(2) Rapat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila
terdapat permasalahan penting atau atas permintaan Pemilik Rumah

Sakit.

Paragraf 3
Rapat Tahunan

Pasal 23
(1) Rapat Tahunan diselenggarakan oleh Dewan Pengawas setiap akhir tahun
berjalan, dengan tujuan untuk menetapkan kebijakan tahun operasional

rumah sakit berikutnya.

(2) Dewan Per}gawas menyiapkan dan menyajikan laporan umum keadaan
rumah sakit, termasuk laporan keuangan yang telah diaudit.
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(1)
(2)

(3

(1)

(2)

Bagian Keempat
Peran Terhadap Kelompok Stal Medis
Pasal 24

n mendorong dan mendukung kebijakan dalam

Dewan Pengawas berpera [ ialan
ompok Staf Medis (KSM) untuk mencapai visi,

upaya pemberdayaan Kel
misi dan tujuan rumah sakit.

Peran terhadap Kelompok Staf Medis (KSM) sebagaimana dimaksud pada
avat (1), dengan melakukan koordinasi sccara berkesinambungan.

BAB VI
PEJABAT PENGELOLA RUMAH SAKIT

Bagian Kesatu
Pejabat Pengelola

Pasal 25
Pejabat pengelola rumah sakit diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Di_rektur,
Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian dan Kepala Seksi serta

Kepala Sub Bagian.

Komposisi pejabat pengelola rumah sakit dapat dilakukan perubahan
setelah dilakukan analisis organisasi dengan mengusulkan kepada Bupati
melalui Sekda dan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Persyaratan Direktur dan Wakil Direktur

Pasal 26

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Direktur adalah :

a. seorang dokter dan/atau dokter gigi yang memenuhi kriteria keahlian,
integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang perumahsakitan;

b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha
guna kemandirian rumah sakit;

c. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah menjadi
pemimpin perusahaan yang dinyatakan pailit;

d. bersedia membuat Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menjalankan
praktik bisnis yang sehat di rumah sakit;

e. memenuhi syarat administrasi kepegawaian bagi direktur yang
berstatus aparatur sipil negara.

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Wakil Direktur Pelayanan Medis dan

Penunjang adalah :

a. seorang dokter yang memenuhi kriteria keahlian, integritas,
kepemimpinan dan pengalaman di bidang pelayanan,;

b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan
pelayanan yang profesional;

c, gmmpu melaksanakan koordinasi dilingkup pelayanan rumah sakit;

an
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: . inistrasi Umum
(3) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Wakil Direktur Adminis
N .

da dalah: : impinan dan pengalaman
¢ nrrll(euangf;:i1 ]E:rite:'ia keahlian, integritas, k'cpcnnmpn:)z:r dayn!) g
. d'el?]e?alrl] keuangan, umuim, administrasi, dan sum ya,
1 bagi ’

i1 ikasi tuk mengembangkan
; liki dedikast un
baik dan memi S dava dan
> be;ke]z;l;tflas;mum administrasi keuangan beserta sumberdaya d¢
pelaya » &ac -
usaha guna kemandirian lceuangal1,_ { lingkup pelayanan umum,
am melaksanakan koordinasi di lingkup pe
- lri] b n. administrasi, dan sumber daya rumah ::;aktt, , o
d eaumangan;elaksarnkan perbuatan hukum dan tidak pernah men)
. m u € ) ,
emepang keuangan perusahaan yang dmyatakan. pailit; dand S
e gerstagtus aparatur sipil negara dan memenubhi syarat adminis

kepegawaian.

Bagian Ketiga o
Pemberhentian Direktur dan Wakil Direktur

Pasal 27

Direktur dan Wakil Direktur dapat diberhentikan karena :

a. meninggal dunia;

b. mengundurkan diri;

c. berhalangan tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut; -
d. tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik;
€. melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII
SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Pasal 28

(1) Ketua dan anggota SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur untulk

masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat di angkat kembalj selama
memenuhi persyaratan.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, SPI bertan u jaw.
langsung kepada Direktur. setng Jawab
(3) Ketua dan anggota SPI dapat diberhentikan

a. tidak melaksanakan tugas dengan baik;
b. ﬁd.’-ﬂ( melalrenrnalrae 1.4 . ’

pada masa Jabatannya apabila:
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erhadap rencana investasi rumah sakit

b. melakukan kajian dan analisa t :
pengkajian dan pengelolaan resiko yang

khususnya sejauh mana uraian

telah dilaksanakan oleh unit-unit yang lain; "
C. mengevaluasi sistem pengendalian, pengelo!aan, pemantauan, cfckt'l itas
dan efisiensi sistem dan prosedur, dalam bidang keuangan, operasi dan

pelayanan, pemasaran, sumber daya manusia dan pengembangan

rumah sakit; _ . g
d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan sistem informasi dan

komunikasi dilingkungan rumah sakit.

e. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Direktur.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SPI

berfungsi : ‘ c
a. perancang sistem pemeriksaan dan sistem pengendalian intern;

b. pelaksana dan pemeriksa keuangan dan pemeriksaan operasional;

c. pelaksana identifikasi resiko pengendalian; ' '
d. pembinaan terhadap pelaksana operasional tentang manajemen resiko.

an fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(3) Hasil pelaksanaan tugas d
kepada Direktur dalam bentuk laporan dan

dan ayat (2) disampaikan
rekomendasi.

BAB VIII
KOMITE-KOMITE

Pasal 30

(1) Dalam hal mengawal mutu pelayanan kesehatan berbasis keselamatan
pasien, perlu dibentuk komite-komite yang merupakan wadah profesional
dan memiliki otoritas dalam organisasi staf medis, keperawatan dan profesi
kesehatan lainnya dalam rangka mengembangkan pelayanan, program
pendidikan, pelatihan serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan

teknologi.

(2) Pembentukan komite-komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
dari :
a. komite medik;
b. komite keperawatan;
c. komite profesi kesehatan lainnya;

(3) Komite-komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan badan
nonstruktural yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Direktur.

Bagian Kesatu
Komite Medik

Paragraf 1
Pengorganisasian Komite Medik

Pasal 31

(1) Komite Medil_< merupakan organisasi non struktural yang dibentuk dan
bertanggung jawab kepada Direktur;

Vi

Scanned by CamScanner



(2) Komite Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan
wadah perwakilan dari staf medis;

(3) Tujuan dibentuk Komite Medik untuk menyelenggarakan tata kelol_a klinis
(clinical governance) yang baik agar mutu pelayanan medis dan
keselamatan pasien lebih terjamin dan terlindungi.

Paragraf 2
Organisasi dan Keanggotaan

Pasal 32

(1) Susunan organisasi Komite Medik terdiri dari:

a. ketua;
b. sekretaris; dan
c. sub komite.

(2) Keanggotaan Komite Medik ditetapkan oleh Direktur dengan
mempertimbangkan sikap profesional, reputasi dan perilaku;

(3) Jumlah keanggotaan Komite Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disesuaikan dengan jumlah staf medis di rumah sakit dan terbagi dalam
sub komite.

(4) Setiap sub komite bertanggung jawab kepada Ketua Komite Medik dalam
pelaksanaan tugas dan kewajibannya.

Paragraf 3
Pemilihan Komite Medik

Pasal 33

(1) Ketua Komite Medik ditetapkan oleh direktur dengan memperhatikan
masukan dari staf medis yang bekerja di rumah sakit;

(2) Sekretaris Komite Medik dan Ketua Sub Komite ditetapkan oleh Direktur
berdasarkan rekomendasi dari Ketua Komite Medik dengan
memperhatikan masukan dari staf medis yang bekerja di rumah sakit.

Paragraf 4
Tugas Komite Medik

Pasal 34

Komite Medik mempunyai tugas meningkatkan profesionalisme staf medis
vang bekerja di rumah sakit dengan cara :

a. melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan
pelayanan medis di rumah sakit;

b. mem_elihara mutu profesi staf medis; dan
¢. menjaga disiplin, etika dan perilaku profesi staf medis.

v
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gasan Klinis (clinical appointment};
wenangan klinis ( clinical privilege},
difikasi rincian kewenangan klinis

b. memberikan rekomendasi Surat Penu
. memberikan rekomendasi penolakan ke
d. memberikan rekomendasi perubahan/mo
(delineation of clinical privilege); '
memberikan rekomendasi tindak lanjut audit medis; ‘
memberikan rekomendasi pendidikan kedokteran berkelanjutan;
memberikan rekomendasi pendampingan (proctorirlzg)_; dan
memberikan rekomendasi pemberian tindakan disiplin.

TR o

Paragraf 7
Sub Komite

Pasal 37

(1) Sub Komite terdiri dari:
a. sub komite kredensial;
b. sub komite mutu profesi;
c. sub komite etika dan disiplin profesi

(2) Setiap sub komite dipimpin oleh seorang ketua yang ditetapkan olen
Direktur berdasarkan rekomendasi dari Ketua Komite Medik dengzn
mempertimbangkan masukan dari staf medis.

Paragraf 8
Sub Komite Kredensial

Pasal 38

(1) Untuk memproteksi masyarakat dibidang pelayanan kesehatan, sub
Komite kredensial memiliki tugas melakukan penapisan bagi seluruh staf

medis.

(2) Sub Komite Kredensial terdiri dari:
a. Ketua;
b. Sekretaris;
c. Anggota.

(3) Sub komite kredensial melakukan penilaian kompetensi staf medis
berdasarkan azas keterbukaan, adil, objektif sesuai prosedur;

(4) Dalam melaksanakan proses kredensial/rekredensial, sub komite
menyiapkan berbagai instrumen kredensial yang disahkan Direktur.
Instrumen tersebut paling sedikit meliputi kebijakan rumah sakit tentang
kredensial dan kewenangan Kklinis, pedoman penilaian kompetensi klinis
dan formulir yang diperlukan;

(5) Berdasarkan hasil proses kredensial, sub komite kredensial melaporkan
kepada komite medik untuk diterbitkan rekomendasi kepada Direktur
tentang lingkup kewenangan klinis staf medis;

Paragraf 9
Tata Kerja Sub Komite Kredensial
Pasal 39

(1) Staf medis me'en.gajukan permohonan kewenangan klinis kepada Direktur
dgnggn mengisi formulir daftar rincian kewenangan klinis vang telah
disediakan rumah sakit dan dilengkapi bahan-bahan pendukuné;
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'
(2) Berkas permohonan sebagaimani dimaksud pada avat (1), dinnmpaikan

oleh Direktur kepada Komite Medik:
(3) Pelaksanaan kredensial dan rekredensial oleh Sub Komite Kredenainl
meliputi elemen:
a. kompetensi kognitif, afektif dan psik
b. kompetensi fisik;
¢. kompetensi mental/perilaku; dan
d. perilaku etika profesi.

omotor,

(4) Kewenangan Kklinis yang diberikan mencakup derajat kompetensi dan

cakupan praktik;

is diperoleh dengan caras

(5) Daftar rincian kewenangan klin
dilakukan dengan  meminta

a. menyusun daftar kewenangan  Klinis
masukan dari setiap kelompok stal medis;
b. mengkaji kewenangan klinis bagi pemohon deng
" rincian kewenangan klinis; dan
c. mengkaji ulang daftar rincian
dilakukan secara periodik;

an menggunakan daftar

kewenangan  klinis bagi stal medis

linis dilakukan oleh Komite Medik

(6) Rekomendasi pemberian kewenangan k
edensial;

berdasarkan masukan dari sub komite Kr
setiap stal medis yang,

(7) Sub komite kredensial melakukan rekredensial bagi
Sural

mengajukan permohonan pada saat berakhirnya masa berlaku
Penugasan Klinis (SPK) dengan rekomendasi berupa

a. kewenangan klinis yang bersangkutan dilanjutkan;

b. kewenangan klinis yang bersangkutan ditambah;

c. kewenangan klinis yang bersangkutan dikurangi

d. kewenangan klinis yang bersangkutan dibekukan untuk waktu tertentu,
e. kewenangan klinis yang bersangkutan diubah/dimodifikasi; dan

f kewenangan klinis yang bersangkutan diakhiri.

mulihkan kewenangan klinis yang dikurangi
klinis yang dimiliki dapat mengajukan
dik melalui Direktur, Selanjutnya, Komite
profesi antara lain  melalui

(8) Bagi staf medis yang ingin me
atau menambah kewenangan
permohonan kepada Komite Me
Medik menyelenggarakan pembinaan
mekanisme pendampingan (proctoring).

paragraf 10
Sub Komite Mutu Profesi

Pasal 40

para stal medis, sub komite mutu profesi
dis, merekomendasikan pendidikan
an staf medis,

(1) Untuk menjaga mutu profesi
mempunyai peran melakukan audit me
berkelanjutan dan memfasilitasi proses pendamping

(2) Sub komite mutu profesi terdiri dari :
a. ketua;
b. sekretaris; dan
c. anggota.

\ (f
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Paragral 11
Tata Kerja Sub Komite Mutu Profesi

Pasal 41

(1) Pelaksanaan audit medis harus dapal memenuhi 4 (empat) peran penting,

yaitu :

a. sebagai sarana untuk melakukan penilainn terhadap  kompetens
masing-masing staf medis dalam memberikan pelayanan,

b. sebagai dasar untuk pemberian kewenangan klinis (Clinical Privilege)
sesuai kompetensi yang dimiliki;

c. sebagai dasar bagi Komite Medik dalam  merckomendanikan
pencabutan, penangguhan  dan perubahan/modifikasi — rincian
kewenangan klinis seorang stal medis.

(2) Langkah-langkah pelaksanaan audit medis meliputi:

pemilihan topik yang akan dilakukan audit,

penetapan standar dan kriteria;

penetapan jumlah kasus/sampel yang akan diaudit;
membandingkan standar/kriteria dengan pelaksanaan pelayanan,
melakukan analisis kasus yang tidak sesuai standar dan kriteria;
menerapkan perbaikan; dan

g. rencana re-audit.

-0 o0 op

(3) Sub komite mutu profesi dapat merckomendasikan — pendidikan
berkelanjutan bagi staf medis dengan cara:

a. menentukan pertemuan ilmiah yang harus dilaksanakan oleh
masing-masing kelompok staf medis dengan pengaturan waktu yang
disesuaikan,;

b. pertemuan tersebut dapat pula berupa pembahasan kasus antara lain
meliputi kasus kematian (death case), kasus sulit maupun kasus
langka;

c. pertemuan ilmiah harus disertai dengan undangan, daftar hadir
peserta, notulensi, dokumentasi yang akan dijadikan pertimbangan
dalam penilaian disiplin profesi;

d. sub komite mutu profesi bersama-sama dengan kelompok staf medis
menentukan kegiatan ilmiah yang akan dibuat dengan melibatkan staf
medis sebagai narasumber dan peserta aktif;

e. setiap kelompok staf medis dapat melaksanakan kegiatan ilmiah
bersama sub komite mutu profesi 1 (satu) kali dalam tahun berjalan;

f sub komite mutu profesi bersama dengan bagian pendidikan dan
penelitian rumah sakit memlfasilitasi kegiatan  tersebut  dan
mengusahakan satuan angka kredit dari ikatan profesi;

g. memberikan persetujuan terhadap permintaan staf medis scbagai
masukan kepada manajemen.

(4) Sub komite mutu profesi dapat memfasilitasi proses pendampingan
(proctoring) bagi staf medis yang sedang mengalami sanksi disiplin atau
pengurangan kewenangan klinis,

Paragraf 12
Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi

Pasal 42

(1) Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi bertugas melakukan penegakan
disiplin bagi staf medis dalam pelaksanaan kewenangan klinis,

V4
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(2) Sub Komite Etika Dan Disiplin Profesi terdiri dari :
a. ketua;
b. sekretaris; dan
c. anggota.

Paragraf 13
Tata Kerja Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi

Pasal 43

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, sub komite etika dan disiplin profesi

bekerja dengan berpedoman kepada:

. peraturan internal rumah sakit;

. pedoman pelayanan kedokteran di rumah sakit;
prosedur kinerja pelayanan di rumah sakit;

. kode etik kedokteran Indonesia;

pedoman perilaku profesional kedokteran;
pedoman disiplin kedokteran; dan

. standar prosedur operasional asuhan medis.

(2) Pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin profesi dilakukan oleh sebuah
panel yang dibentuk oleh Ketua sub komite etika dan disiplin profesi. Panel
terdiri dari 3 (tiga) orang staf medis atau lebih dalam jumlah ganjil dengan
susunan sebagai berikut :
a. 1 (satu) orang dari sub komite etika dan disiplin profesi yang memiliki

disiplin ilmu yang berbeda dari yang terperiksa;
b. 2 (dua) orang atau lebih staf medis dari disiplin ilmu yang sama dengan

yang terperiksa.

Qe o0 oW

(3) Mekanisme pemeriksaan pada upaya pendisiplinan perilaku profesional,

adalah sebagai berikut :
a. sumber laporan:
1. perorangan:
a) manajemen rumah sakit;
b) staf medis lain;
c) tenaga kesehatan ]
d) pasien atau keluarga pasien.
2. non perorangarn:
a) hasil konferensi kematian; dan
b) hasil konferensi klinis.

ain atau tenaga non kesehatan; dan

b. pelanggaran disiplin profesi menyangkut hal-hal antara lain:

kompetensi klinis;
penatalaksanaan kasus medis;

pelanggaran disiplin profesi;
penggunaan obat dan alat kesehatan yang tidak sesuai dengan

standar pelayanan kedokteran di rumah sakit; dan
ketidakmampuan bekerja sama dengan staf rumah sakit yang dapat

membahayakan pasien.

HON=

@

c. pemeriksaarn:

dilakukan oleh panel pendisiplinan profesi;

melalui proses pembuktian;

dicatat oleh petugas sekretariat Komite Medik;
tarlamnr danat didampingi oleh personil rumah sakit;

5‘?\)&)»—-

= B
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(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

d. keputusan :
keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Apabila terlapor

merasa keberatan dengan  keputusan  panel, maka terlapor dapat
mangajukan keberatan dengan memberikan bukti baru kepada sub
komite etika dan disiplin profesi yang kemudian akan membentuk pancl
baru. Keputusan ini bersifat final dan dilaporkan kepada Direktur

melalui Komite Medik.

e. tindak lanjut keputusan panel dalam bentuk rekomendasi kepada
Direktur melalui Komite Medik untuk dieksekusi berupa:
1. peringatan tertulis;
2. limitasi (reduksi) kewenangan klinis;
3. bekerja dibawah supervisi dalam waktu tertentu oleh orang yang
mempunyai kewenangan untuk pelayanan medis tersebut; dan

. pencabutan kewenangan klinis sementara atau selamanya.

n

Sub komite etika dan disiplin profesi menyusun materi kegiatan
pembinaan  profesionalisme  kedokteran. Pelaksanaan pembinaan
profesionalisme kedokteran dapat disclenggarakan dalam bentuk ceramah,
diskusi, simposium, lokakarya yang dilakukan oleh unit kerja rumah sakit
seperti unit pendidikan dan penelitian atau Komite Medik.

Sub komite etika dan disiplin profesi mengadakan pertemuan pembahasan
kasus dengan mengikutsertakan pihak-pihak terkait yang kompeten untuk
memberikan pertimbangan pengambilan keputusan etis.

Paragraf 14
Rapat Komite Medik

Pasal 44

Rapat Komite Medik terdiri dari :

a.rapat rutin bulanan dilakukan bersama dengan staf medis yang
dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali;

b. rapat koordinasi dengan pejabat pengelola rumah sakit yang dilakukan
minimal dalam 3 (tiga) bulan sekali;

c. rapat khusus dilakukan sewaktu-waktu bila diperlukan guna membahas
yang sifatnya mendesak; dan

d. rapat tahunan, dilakukan sekali dalam setahun.

Setiap rapat dipimpin oleh Ketua Komite Medik dan dapat diwakilkan oleh
sekretaris apabila ketua berhalangan.

Rapat dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit 50% (lima puluh
persen) + 1 orang anggota Komite Medik.

Setiap rapat khusus dan rapat tahunan wajib dihadiri oleh pejabat
pengelola rumah sakit dan pihak-pihak lain yang ditentukan oleh Ketua
Komite Medik.

Keputusan rapat Komite Medik didasarkan atas suara terbanyak.

Direktur dapat mengusulkan perubahan atau pembatalan setiap
keputusan yang diambil pada rapat rutin dan rapat khusus sebelumnya
dengan syarat usul tersebut dicantumkan dalam pemberitahuan pada
undangan rapat.
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(2)

Dalam hal usulan perubahan atau pembatalan keputusan sebagaimana
dimaksud pada ayvat (0) tidak diterima dalam rapat maka usulqn torsol.mt
tidak dapat diniu}.\'an lagi dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak
saat ditolaknva usulan tersebut.

Paragraf 15
Rapat Khusus

Pasal 45

Rapat khusus dilakukan apabila :

a. ada keadaan atau situasi tertentu vang sifatnya mendesak untuk segera
ditangant oleh Komite Medik: dan -

b.rapat  khusus dinyvatakan sah apabila dihadiri paling sedikit
2/3 (dua per tiga) anggota Komite Medik, atau dalam hal kourum tidak
tercapal maka rapat khusus dinvatakan sah setelah dilaksanakan pada
harn benkutnyva.

Undangan rapat khusus harus disampaikan oleh Ketua Komite Medik

kepada seluruh anggota paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum
rapat dilaksanakan.

Undangan rapat khusus harus mencantumkan tujuan spesifik dari rapat

tersebut.
Paragraf 16
Rapat Tahunan
Pasal 46

Rapat tahunan Komite Medik diselen
harus dihadiri oleh Direktur,
diwakilkan kepada Wakil Direktur.

ggarakan sekali dalam setahun dan
apabila Direktur berhalangan dapat

Rapat tahunan Komite Medik wajib meny
kepada seluruh anggota serta pihak-pihak 1

lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat disele

‘ampaikan undangan tertulis

ain yang perlu diundang paling
nggarakan.

Bagian Kedua
Komite Keperawatan

Paragraf 1

Penooroanicacinm ae— i v
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Paragraf 2
Keanggotaan Komite Keperawatan

Pasal 48

(1) Komite Keperawatan dibentuk oleh Direktur.

(2) Susunan organisasi Komite Keperawatan terdiri dari :
a. ketua;
b. sekretaris; dan
c. sub Komite;

(3) Keanggotaan Komite Keperawatan terbagi kedalam sub komite.

Paragraf 3
Pemilihan Pengurus Komite Keperawatan

Pasal 49

(1) Ketua Komite Keperawatan ditetapkan oleh Direktur dengan
memperhatikan masukan dari tenaga keperawatan yang bekerja di rumah
sakit;

(2) Sekretaris dan sub komite diusulkan oleh Ketua Komite Keperawatan dan
ditetapkan oleh Direktur dengan memperhatikan masukan dari tenaga
keperawatan yang bekerja di rumah sakit.

Paragraf 4
Tugas dan Fungsi Komite Keperawatan

Pasal 50

(1) Komite Keperawatan mempunyai tugas pokok membantu Direktur dalam
melakukan kredensial, pembinaan disiplin dan etika profesi tenaga
keperawatan serta pengembangan profesi berkelanjutan.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Komite Keperawatan mempunyai fungsi :
a. penyelenggaraan konsultasi keperawatan;
b. penyelenggaraan tukar pendapat, kebijakan, dan pelaksanaan

pelayanan keperawatan;
c. pemberian motivasi dalam pemecahan masalah profesi keperawatan

melalui pembelajaran;
d. penggalian inovasi dan ide-ide yang membangun dan pembaharuan

ke arah perbaikan profesi keperawatan;
e. penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran kepada profesi sesuai

dengan kebutuhan;
f. penyelenggaraan advokasi dengan memberikan perlindungan dan
dukungan kepada profesi dalam menerima hak-haknya termasuk

masalah hukum.

Paragraf 5
Wewenang Komite Keperawatan

Pasal 51
a. memberikan rekomendasi rincian kewenangan klinis;

b. memberikan rekomendasi perubahan rincian kewenangan klinis;
c. memberikan rekomendasi penolakan kewenangan klinis tertentu; \/
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d. memberikan rekomendasi Surat Penugasan Klinis;

memberikan rekomendasi tindak lanjut audit keperawatan dan kebidanan;
memberikan rekomendasi pendidikan  keperawatan dan  pendidikan
kebidanan berkelanjutan; dan

g. memberikan rekomendasi pendampingan dan rekomendasi  pemberian

tindakan disiplin.

Il e

Paragraf 6
Hubungan Komite Keperawatan dengan Direktur

Pasal 52

(1) Direktur menetapkan kebijakan, prosedur dan sumber daya yang
diperlukan untuk menjalankan fungsi dan tugas Komite Keperawatan.

(2) Komite Keperawatan bertanggung jawab kepada Direktur.

Paragraf 7
Sub Komite

Pasal 53

(1) Sub Komite terdiri dari :
a. sub komite kredensial;
b. sub komite mutu profesi;
c. sub komite etika dan disiplin profesi

(2) Setiap sub komite dipimpin oleh seorang ketua yang ditetapkan oleh
Direktur berdasarkan rekomendasi dari Ketua Komite Keperawatan dengan
mempertimbangkan masukan dari staf keperawatan /kebidanan.

Paragraf 8
Sub Komite Kredensial

Pasal 54

(1) Untuk memproteksi masyarakat dibidang pelayanan keperawatan/
kebidanan, sub Komite kredensial memiliki tugas melakukan penapisan
bagi seluruh staf keperawatan/ kebidanan.

(2) Sub Komite Kredensial terdiri dari:
a. ketua;
b. sekretaris;
C. anggota.

(3) Sub komite kredensial melakukan penilaian kompetensi staf keperawatan/
kebidanan berdasarkan azas keterbukaan, adil, objektif sesuai prosedur;

(4) Dalan} melaksanakan proses kredensial/rekredensial, sub komite
{neny1apkan berbagai instrumen kredensial yang disahkan Direktur.
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(M) Berdasarkan Hasil proses kredensial, Sub Komite kredensial m(.slnpnrlmln
Kepada  komite  Keperawatan  untuk  diterbitkan |'(el(mn(-,n(]nm. kepada
Direktur tentang lingkup kewenangan klinis stal keperawatan /kebidanan.

Paragral 9
Tugas Sub Komite Kredensial

Pasal 55

(1) Sub Komite Kredensial mempunyai tugas: '

a, menyusun daftar rincian kewenangan klinis dan Buku Putih;

b, melakukan verifikasi persyaratan kredensial/rekredensial;

¢, merekomendasikan kewenangan klinis tenaga keperawatan/kebidanan;

d, merekomendasikan  pemulihan kewenangan klinis bagi setiap tenaga
keperawatan /kebidanan:

e, melakukan rekredensial setiap 5 (lima) tahun,;

f. membuat laporan seluruh proses kredensial/rekredensial kepada Ketua
Komite Keperawatan untuk diteruskan kepada Direktur,

(2) Dalam menjalankan tugasnya

» sub komite kredensial dapat mengusulkan
dibentuknya team adhoc.

Paragraf 10
Sub Komite Mutu Profesi

Pasal 56

(1) Untuk menjaga mutu profesi para tenaga keperawatan/kebidanan, sub

komite mutu profesi mempunyai  peran melakukan audit medis,
merckomendasikan pendidikan berkel

; ‘ anjutan dan memfasilitas; proses
pendampingan staf medis,

(2) Sub Komite Mutu Profesi terdiri dari ;
a. ketua;

b. sekretaris; dan
C. anggota,

Paragraf 11

Tugas Sub Komite Mutu Profesi

Pasal 57

(1) Sub Komite Muty Profesi mempunyai tugas :

a. menyusun data dasar profil tenaga ke .
* erawatan /ke :
praktek; p /kebidanan sesyaj area
b. merekomendasikan perencanaan pengemhbanaan A
berl(elﬂﬂillf'nn | R
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Protvirprinl 10
Suby Kotnlte 50t el iladpliee e

Pran] 58

(1) Sub Komite Etika dan Disiplite Prodesd bstdtpea el bt puti gl
disiplin bagi tenaga kepetaswatan /leebldatiote s pelal ool i
keperawatan dan kewenatigai klinis,

(2) Sub Komite Etika Dan Disiplits profeal tepdief el
a. ketua;
b. sekretaris; dan
c. anggota.

Peotogiend 13
Tugas Sub Kotndte Gl ot Dilal it el

Pranl 59

Sub Komite Etika Dan Disiplitt Profesi tneteptitiyad Higpee

a. melakukan sosinlisasi kote etile profest et gl el

b. melakukan pembinaan etk dan Hiaiplit Jittileni Lo in i
keperawatan/kebidanari,

c. melakukan penegakan disiplite profest kepetaweitoti/lebiiiini,

d. merekomendasikan penyelesaint pelatiggatati thalplits deti el pirdenl i
asuhan keperawatan/kebidannt,

e. merekomendasikan  pencabiibstr  lewetiatipgati  Ileia dapi/alatt il
penugasan klinis,

f. memberikan pertimbangan  kepada Borite Feptaimda 0 B
pengambilan keputusati,

g. merekomendasikan  petabetittbat  fodin oellioe bdle iedtide il sl
permanen.

Peatagienf 14
Hripat
Paasal 60
(1) Komite Keperawatan dan Bidarig Veperateti telabamisl st topind sisiin
berkala dan berkesinarmbuniggets nelsal (i ot Fessttlitieed, taped Begi toid

rutin, sidang pleno team b,

(2) Rapat Koordinasi:
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LHERE R Ve ) e a

. agenda rapat plene adadal membahas persoatan ek dan disipling sial
xeperawatan, kebidanan,

~ \‘»u RS % c N\ \ \ l .

GoRepunman rapat plono dinvatakan sabeapabitn dibadien 8 dar angeots
ream adho |

Panian Koty
homde enaga hesehatan Latnnya

Pavanal |
P igorganisasian honie
Tenaga hesehatan Lannnag

Panal 0

(1) Komire Tenaga Kesehatan Lamnya merupakan organiaast non stra kol
vang berada dibawah Diuektur,

t)

(2) Komite Tenaga Kesehatan Lainnyva sebagaimana ditmakesud pada avat (!
bukan merupakan wadah perwakilan davt stal tenaga Resehatan kannya

(3) Komite Tenaga Kesehatan Lainnya terdivh dant tenaga Refarinasian, tenags
kesehatan masyvarakat, tenaga giel, fenaga keteraptan Hak dan tenags

keteknisian media,

Paragral 2
Keanggotaan Romite Tenaga Resehatan batnnya

Panal 02

(1) Komite Tenaga Keaehatan Lainnyi dibentuk oleh Divektur
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Paragraf 3
Pemilihan Pengurus Romite Tenaga Resehatan Lainnya

Pasal 03

(1) Reta Romite Tenaga Reschatan Lainnva ditetapkan oleh Divektur dengan
memperhatikan masukan da tenaga Resehatan lainnya vang bekerae di
rumah sakit;

() Sekretarts dan sub komite diusulkan oleh Retua Komite Tenaga Resehatan
Lamnyva dan ditetapkan oleh Divektue dengan memperhatikan masukan
dan tenaga Resehatan latnnva vang bekerja di rumah sakit,

Pavagral +
Tugas dan Pungst Kowite Tenaga Kesehatan Lainnya

tasal O

(1) Romite Tenaga Reschatan Lainnva mempunyai tugas pokok membantu
Divektur dalam melakukan keedensial, pembinaan disipline dan etika
profest tenaga Keschatan lainnya serta pengembangan profesi
berkelanjutan,

(<) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada avat (1),

Romte Tenaga Resehatan Lainnva mempunyal fungsi

a. penyelengaaraan konsultast profest tenaga Kesehatan lainnyag

Lo penvelengparaan  tukar  peadapat,  Rebjjakan,  dan pelaksanaan
pelavanan tenaga Kesehatan lainonya,

o pemberian motivast  dalam pemecahan masalah profest  tenaga
Kesehatan lamnnya

Ao pengaalian inovast dan ide-tde vang membangun dan pembaharuan Re
arah perbaikan profest tenaga Reschatan lainnya

¢, penvelengraraan pendidikan dan pembelajaran kepada profesi sesuai
dengan Kebutuhan dan kemampuan yang dinilikis

. penvelenggaraan  advokasi  dengan  memberikan perlindungan  dan
dukungan  Repada profest dalam menevima hak-haknya  termasuk
masalah hukum,

Pavagral b
Wewenang homite Tenaga Kesehatan Lainnyva

Pasal Ob

a. membenkan rekomendast rinclan Kewenangan Klinis,

b, memberikan rekomendasnt perubahan rincian kewenangan klinis

¢, memberikan rekomendast penolakan kewenangan Klinis tertentu,

d. memberikan rekomendast Surat Penugasan Klinis,

e, memberikan rekomendast tindak Tangut andit tenaga Resehatan innyi,

£ memberikan  rekomendast  pendidikan tenaga Renehatan lainnya
berkelanjutan; dan

fo memberikan  rekomendast pendamptogan dan vekomendaat penibertan
tndakan disiplin,

v
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Paragraf 6 '
Hubungan Komite Tenaga Kesehatan Lainnya dengan Direktur

Pasal 66

(1) Direktur menetapkan kebijakan, prosedur dan sumber daya yang
diperlukan untuk menjalankan fungsi dan tugas Komite Kesehatan
Profesional Lainnya.

(2) Komite Kesehatan Profesional Lainnya bertanggung jawab kepada Direktur.

Paragraf 7
Sub Komite

Pasal 67

(1) Sub komite terdiri atas :
a. sub komite kredensial;
b. sub komite mutu profesi;
c. sub komite etik dan disiplin profesi.

(2) Setiap sub komite dipimpin oleh seorang Ketua yang ditetapkan oleh
Direktur berdasarkan rekomendasi dari Ketua Komite Tenaga Kesehatan

Lainnya dengan mempertimbangkan masukan dari staf tenaga kesehatan
lainnya.

Paragraf 8
Sub Komite Kredensial

Pasal 68

(1) Untuk memproteksi masyarakat dibidan
sub komite kredensial memiliki tugas m
tenaga kesehatan lainnya.

g pelayanan Kesehatan Lainnya,
elakukan penapisan bagi seluruh

(2) Sub komite kredensial terdiri dari:
a. ketua;
b. sekretaris;
C. anggota.

(3) Sub komite kredensial melakukan

penilaian terhadap tenaga kesehatan
lainnya berdasarkan azas keterbuka

an, adil, objektif sesuai prosedur;
(4) Dalam melaksanakan proses kredensial/rekredensial, sub  komite

menyiapkan berbagai instrumen kredensial yang disahkan Direktur.
Instrumen tersehiit naline cadil-is smnalive.e: 11+ B
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Paragraf 9
Tugas Sub Komite Kredensial

Pasal 69

(1) Sub komite kredensial mempunyai tugas :

a. menyusun daftar rincian kewenangan klinis dan Buku Putih;

b. melakukan verifikasi persyaratan kredensial/rekredensial;

c. merekomendasikan kewenangan klinis tenaga kesehatan lainnya;

d. merekomendasikan pemulihan kewenangan klinis bagi setiap tenaga
kesehatan lainnya,

e. melakukan rekredensial setiap 5 (lima) tahun;

f. membuat laporan seluruh proses kredensial/rekredensial kepada Ketua
Komite Tenaga Kesehatan Lainnya untuk diteruskan kepada Direktur.

(2) Dalam menjalankan tugasnya, sub komite kredensial dapat mengusulkan
dibentuknya team adhoc.

Paragraf 10
Sub Komite Mutu Profesi

Pasal 70

(1) Untuk menjaga mutu profesi para tenaga kesehatan lainnya, Sub Komite
Mutu  Profesi —mempunyai peran melakukan audit medis,
merekomendasikan pendidikan berkelanjutan dan memfasilitasi proses
pendampingan tenaga kesehatan lainnya.

(2) Sub komite mutu profesi terdiri dari :
a. ketua;
b. sekretaris; dan
c. anggota.

Paragraf 11
Tugas Sub Komite Mutu Profesi

Pasal 71

(1) Sub komite mutu profesi mempunyai tugas :
a. menyusun data dasar profil tenaga kesehatan lainnya sesuai area
praktek;
b. merekomendasikan perencanaan pengembangan profesional
berkelanjutan tenaga kesehatan lainnya,
c. melakukan audit asuhan tenaga kesehatan lainnya; dan

d. memfasilitasi proses pendampingan tenaga kesehatan lainnya sesuai
kebutuhan.

(2) Dalam menjalankan tugasnya sub komite mutu profesi dapat mengusulkan
dibentuknya team adhoc.

Paragraf 12
Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi

Pasal 72
(1) Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi bertugas melakukan penegakan

disiplin bagi tenaga kesehatan lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan
kewenangan klinis.
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Aud komite etk dan disiplin profest tendivg dari
A hetu

bsekivtariag dan

Coanannta,

Pavagral 13
Taas Sub Romite Bika dan Disipin Profesi

Masal 73

Sub Romite etika dan disiphin profest mempunyai tigas

(

()

()

melakukan sosialivast kode etk profest tenaga tenaga kesehatan lainnya;
melakukan pembinaan etika dan disiplin profest tenaga kesehatan lainnvag
melakukan penegakan disiplin profest tenaga Kesehatan lainnva, o
merehomendasikan penvelesaian pelanggaran disiphin dan etika profesi;
merchomendastkan - pencabutan Kewenangan  klinds - dan ‘atan - surat
pentasan klinig

memberikan pertimbangan kepada komite tenaga kesehatan lainnva unmk
bahan pengambilan Keputusan,

merckomendasikan - pembentukan  team  adhoe baik  insindentil  atau
permanen,

Pasal 7+

homite Tenaga Resehatan Lainnva - dan - Bidang Penunjang  Madis
melakaanakan rapat secara berkala dan berkesinambungan melalul rapat
Koordinasi, vapat Keja, rapat rutin, sidang pleno feam adhoc,

Rapat koordinasi,

A rapat koondinast dilakukan untuk mengevaluast pelaksanaan Rebjjakan
atau peraturan yang berkenaan dengan pelavanan,

b rapat Koordinasi dipimpin oleh Retua Komite naga Kesehatan Laimnya
dan apabila Retua berhalangan dapat diwakilkan oleh Sekretaris Romite
Tenaga Resehatan Lainnya,

Rapat Kerja

acrapat Kerja Tenaga Resehatan Lainnva dilaksanakan sekurang-
Kurangnya sekali dalam setahun dan beesitat terbuka:

b rapat Kevja Tenaga Resehatan Lainnya dipimpin oleh Retua Romite
Tenaga Kesehatan Lainnya atan Kepala Bidang Penunjang Medis,

Coagenda rapat Revja Tenaga Resehatan Lainnya adalah membuat rencana
Keria tabinan, mengevaluasi/ merevisi rencana Renja,

Rapat Ruting

Ao rapat rutine komite Tenaga Resehatan Lainnya dilaksanakan
bulan sekali difkuti oleh Bidang Penunjang Medis, Komite
Reaehatan Lainnva dan selurah anprota Komite
Latnnya,

booagenda rapat rutin adalah menpevaluasi
sebelumnya, dan membahas
lninnya selanjutnya,

Corapat ratine Komite Tenaga Kesehatan Lainnya: dipimpin oleh Ketua
Komite Tenaga Kesehatan Lainnya,

J(tiga)
Tenagan
Tenaga Kesehatan

pelaksanaan  tugas
pelaksanaan tugas tenaga Kesehatan
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(5) Rapat Pleno

a. rapat pleno Tenaga Keschatan Lainnya diadakan sewaktu-waktu bila
dibutuhkan;

b. rapat pleno dipimpin oleh Ketua team adhoc dan dihadiri oleh anggota
team adhoc.

C. agenda rapat pleno adalah membahas persoalan etika dan disiplin staf
keperawatan /kebidanan.

d. keputusan rapat pleno dinyatakan sah apabila dihadiri 2/3 dari
anggota team adhoc.

BAB IX
PENGORGANISASIAN KELOMPOK STAF MEDIK

Bagian Kesatu
Kelompok Staf Medik

Pasal 75

(1) KSM merupakan kelompok dokter yang bekerja di bidang pelayanan medis
dalam jabatan fungsional.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya KSM menggunakan pendekatan tim
dengan tenaga profesi terkait.

Pasal 76

(1) KSM dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur.

(2) KSM bertanggung jawab kepada Direktur melalui Komite Medik.
Pasal 77

Tujuan pengorganisasian KSM agar dapat menghasilkan pelayanan medis
yang berkualitas, efektif, efisien dan bertanggung jawab.

Pasal 78

(1) Pengelompokan staf medis berdasarkan keahlian atau spesialisasinya yang
terdiri dari :
KSM Bedah;
KSM Penyakit Dalam,;
KSM Kebidanan dan Penyakit Kandungan,;
KSM Anak;
KSM THT-KL;
KSM Penyakit Saraf;
KSM Penyakit Mata;
KSM Penyakit Kulit dan Kelamin,;
KSM Paru;
KSM Kardiologi dan Vaskuler;
KSM Orthoped;;
KSM Rehabilitasi Medik;
. KSM Urologi;
KSM Psikiatri dan Psikologi;
KSM Radiologi;
KSM Anestesi;
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Paragral 2
Proses Penilaian Kewenangan Klinis

Pasal 84

Pemberinn rekomendasi Kewenangan Klinis harus memenuhi kriteria:
< memilil ijazah pendidikan kedokteran yang terakreditasi minimal B;
= memiliki surat tanda registrasi yang sesuai dengan bidang profesi;
memiliki surat izin prakick yang masih berlaku;
memiliki surat keterangan bebas narkoba dari BNNK;
= riwayat disiplin dan etik profesi;
riwayat tuntutan medis atau klaim oleh pasien selama menjalankan profesi.

Paragraf 3
Pembatagan Kewenangan Klinis

Pasal 85

(1) Apabila diperlukan, Komite Medik dapat memberi rekomendasi kepadg
Dircktur agar kewenangan klinis anggota KSM dibatasi berdasarkan hasil
audit sub Komite Kredensial,

(2) Pembatasan kewenangan klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diberikan bila anggota KSM :
a. pelaksanaan tugas tidak sesuai standar pelayanan medis;
h. pelaksanaan tugas tidak sesuai standar prosedur operasional;
c. pelaksanaan tugas tidak sesuai etika disiplin profesi.

(3) Rekomendasi pembatasan kewenangan klinis melalui tahapan sebagai

berikut :

a. ketua KSM mengajukan surat permohonan pencabutan kewenangan
klinis dari anggotanya kepada Ketua Komite Medik;

b. komite medik meneruskan permohonanan tersebut kepada sub komite
kredensial untuk meneliti kinerja klinis, etika dan disiplin profesi medis;

c. sub komite kredensial berhak memanggil anggota KSM yang
bersangkutan untuk memberikan penjelasan serta dapat meminta
pendapat dari pihak lain yang terkait.

Paragraf 4
Pencabutan Kewenangan Klinis

Pasal 86

(1) Pencabutan kewenangan klinis dilaksanakan oleh Direktur atas
rekomendasi Komite Medik berdasarkan usulan dari sub komite etika dan
disiplin profesi dan sub komite kredensial.

(2) Pencabutan kewenangan Kklinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
apabila:
a. adanya gangguan kesehatan (fisik dan mental);
b. adanya tindakan malpraktek;
c. mendapat tindakan disiplin dari Komite Medik.

“4
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Paragraf 5
Pengakhiran Kewenangan Klinis

Pasal 87

(1) Pengakhiran kewenangan klinis dilakukan oleh Direktur atas rekomendasi
Komite Medik yang berdasarkan usulan dari sub komite etika dan disiplin
profesi dan sub komite kredensial.

(2) Pengakhiran kewenangan klinis dilaksanakan apabila Surat Penugasan
Klinis (SPK) :
a. habis masa berlakunya; dan
b. dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2).

Paragraf 6
Penugasan Klinis

Pasal 88

Staf medis yang melakukan asuhan medis harus memiliki Surat Penugasan
Klinis (SPK).

Pasal 89

(1) Mitra Bestari merupakan sekelompok staf medis dengan reputasi dan
kompetensi profesi yang baik untuk menelaah segala hal yang terkait
dengan profesi medis termasuk evaluasi kewenangan klinis.

(2) Staf medis dengan mitra bestari sebagaimana pada ayat (1) tidak terbatas
dari staf medis yang ada di rumah sakit tetapi dapat juga berasal dari luar
rumah sakit yaitu perhimpunan dokter spesialis (kolegium) atau fakultas
kedokteran.

(3) Direktur bersama Komite Medik dapat membentuk panitia adhoc yang

terdiri dari mitra bestari untuk menjalankan fungsi kredensial, penjagaan
mutu profesi maupun penegakan disiplin dan etika profesi.

BAB X
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 90
(1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang
terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai bidang

keahliannya.

(2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(3) Kelompok jabatan fungsional bertugas melakukan kegiatan berdasarkan
jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-

undangan.
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BAB XI
KERAHASIAN INFORMASI MEDIS

Bagian Kesatu
Kerahasian Pasien

Pasal 91

(1) Pegawai rumah sakit wajib menjaga kerahasiaan informasi tentang pasien.

(2) Pemberian informasi medis yang menyangkut kerahasiaan pasien hanya
dapat diberikan oleh Dokter yang menangani pasien atas persetujuan
Direktur dan/atau Wakil Direktur Pelayanan Medis dan Penunjang.

(3) Pemberian informasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dikecualikan untuk :

a.

b
c
d.
e

keadaan kesehatan pasien;

. rencana terapi dan alternatifnya;
. manfaat dan resiko masing-masing alternatif tindakan;

prognosis; dan

. kemungkinan komplikasi

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pasien

Pasal 92

(1) Hak pasien meliputi :

a.

b.
(e}

Pk

memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku
di rumah sakit;

memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien;

memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa
diskriminasi;

memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar
profesi dan standar prosedur operasional;

memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar
dari kerugian fisik dan materi;

mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan;
memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan
peraturan yang berlaku di rumah sakit;

meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter
lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di
luar rumah sakit;

mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk
data-data medisnya;

mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan
medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan
komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan
yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan;

memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan
dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya;
didampingi keluarganya dalam keadaan kritis;

. menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya

selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya;
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Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Rumah Sakit

Pasal 94

(1) Hak rumah sakit meliputi :

a. menentukan jumlah, jenis, dan kualifikasi sumber daya manusia
sesuai dengan klasifikasi rumah sakit;

b. menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi,
insentif, dan penghargaan sesuai dengan Kketentuan peraturan
perundang-undangan,

c. melakukan kerjasama dengan pihak lain  dalam rangka
mengembangkan pelayanan;

d. menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

e. menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian;

f. mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan
kesehatan;

g. mempromosikan layanan kesehatan yang ada di rumah sakit sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

h. mendapatkan insentif pajak bagi rumah sakit publik dan rumah sakit
yang ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan.

(2) Kewajiban rumah sakit meliputi :

a. memberikan informasi yang benar tentang pelayanan rumah sakit
kepada masyarakat;

b. memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi,
dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan
standar pelayanan rumah sakit;

c. memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan
kemampuan pelayanannya,

d. berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana,
sesuai dengan kemampuan pelayanannya, '

e. menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu
atau miskin;

f. melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas
pelayanan pasien tidak mampu/ miskin, pelayanan gawat darurat
tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan
kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan;

g. membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan
kesehatan di rumah sakit sebagai acuan dalam melayani pasien;

h. menyelenggarakan rekam medis;

i. menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain
sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita
menyusui, anak-anak, lanjut usia;

j. melaksanakan sistem rujukan;

k. menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi
dan etika serta peraturan perundang-undangan;

1. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai hak dan
kewajiban pasien;

m. menghormati dan melindungi hak-hak pasien;

n. melaksanakan etika rumah sakit;
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BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 97

(1) Struktur, nama, jumlah dan fungsi satuan organisasi fungsional lain yang
tidak diatur di dalam Peraturan Internal ini diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Direktur.

(2) Perubahan terhadap struktur, nama, jumlah dan fungsi satuan organisasi
fungsional di lingkungan RSUD dr. Fauziah diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Direktur.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 98
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.
Ditetapkan di Bireuen

pada tanggal \s ¥®eovuari 20\7

/ BUPATI BIREUEN, ¢ —

l L
\) RUSLAN M. DAUD
Diundangkan di Bireuen

pada tanggal ‘& Eebruart 20\7

SEKRETARIS DAERAH y
KABUPATEN BIREUEN/

‘(1
-—
N

A — ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2017 NOMOR 22%
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